
JAKARTA (KR) - Rapat

pleno hakim Mahkamah

Konstitusi (MK) kembali me-

milih Anwar Usman menjadi

Ketua MK periode 2023-2028,

Rabu (15/3). Anwar Usman

unggul dengan mengantongi

lima suara, sedangkan pe-

saingnya Arief Hidayat me-

raih empat dukungan.

“Berdasarkan perolehan su-

rat suara, Anwar Usman ter-

pilih sebagai Ketua MK perio-

de 2023-2028,” ucap Ketua

MK Anwar Usman. Sementa-

ra itu, Saldi Isra terpilih menjadi Wakil Ketua MK Periode

2023-2028.

Pemilihan Ketua MK berlangsung cukup alot dengan

tiga kali putaran. Pemilihan dilakukan sembilan hakim

yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka adalah Anwar

Usman sebagai Ketua MK, Arief Hidayat, Wahiduddin

Adams, Suhartoyo, Manahan M P Sitompul, Saldi Isra,

lalu Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

dan M Guntur Hamzah.

* Bersambung hal 7 kol 4

KEMENTERIAN Koperasi beberapa waktu lalu meng-
usulkan adanya aturan untuk melarang bisnis thrifting atau
jual-beli pakaian impor bekas. Sebelumnya, wacana
pelarangan impor pakain bekas juga pernah diutarakan
Menteri Perdagangan. 

Larangan impor pakaian bekas secara regulasi telah ter-
tuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permenag)
No 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan
Barang Dilarang Impor. Dalam pasal 2 ayat (3) mengenai
kriteria barang yang dilarang impor salah satunya adalah
berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
Hal ini tentu didasari dengan upaya melindungi produk lokal
karena adanya kekhawatiran terjadi perang merek produk
lokal dengan produk luar negeri. 

Meskipun produk bekas atau second product, pakaian
bekas merek impor masih memiliki jumlah peminat yang
tinggi di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Catatan
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data impor pa-
kaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai
US$272.146 pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat
signifikan hingga 230,40% dibandingkan pada tahun se-
belumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US$44.136. 

* Bersambung hal 7 kol 1

PEMILIHAN TIGA KALI PUTARAN

Anwar Usman Ketua MK Kembali

JAKARTA (KR) - Status hukum Men-

teri Komunikasi dan Informatika (Men-

kominfo) Johnny Gerard Plate terkait duga-

an korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo

masih menunggu hasil gelar perkara. Di-

rektur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tin-

dak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan

Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan,

timnya  segera mengevaluasi seluruh hasil

pemeriksaan saksi-saksi untuk menen-

tukan proses hukum lanjutan kasus korup-

si proyek nasional Rp 10 triliun tersebut.

“Gelar perkara keseluruhan, termasuk

juga terkait dengan posisi dan status (hu-

kum) JP (Johnny Plate),” kata Kuntadi di

Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejak-

gung, Rabu (15/3).

Status hukum Johnny Plate sampai saat

ini masih tetap sebagai saksi. Setelah

memeriksa Johnny selama enam jam, de-

ngan 26 pertanyaan, Kuntadi menjelaskan,

proses permintaan keterangan terhadap JP

dianggap cukup. “Selanjutnya, kami akan

melaksanakan gelar perkara,” ujarnya.

Namun, kapan ekspos lanjutan kasus

korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo

itu bakal dilaksanakan, Kuntadi tak

memberikan jawaban pasti. “Gelar per-

kara akan dilakukan dalam waktu yang

secepat-cepatnya untuk menentukan

sikap,” ucap Kuntadi.

* Bersambung hal 7 kol 4

Kepala Bagian Pemberi-

taan KPK Ali Fikri menga-

takan, perkara ini adalah

aduan masyarakat yang

diterima KPK. “Ditindak-

lanjuti melalui penyelidik-

an hingga berlanjut ke ta-

hap penyidikan,” jelasnya

di Jakarta, Rabu (15/3).

Namun KPK belum me-

ngumumkan siapa saja pi-

hak yang ditetapkan seba-

gai tersangka terkait kasus

tersebut. Begipu pula yang

terkait dengan konstruksi

pidananya. “Namun, keti-

ka penyidikan ini kami

anggap telah tercukupi un-

tuk pengumpulan alat buk-

tinya, maka identitas dari

para pihak yang ditetap-

kan sebagai tersangka,

kronologi dugaan perbu-

atan pidana sekaligus pa-

sal yang disangkakan akan

kami sampaikan pada pu-

blik,” tutur Ali.

Sehubungan hal itu, KPK

berharap semua pihak yang

dipanggil penyidik untuk

bersikap kooperatif dan

hadir untuk memberikan

keterangan soal penge-

tahuannya terkait kasus

tersebut. Selain itu masya-

rakat untuk turut mengaw-

al dan memantau jalannya

proses penyidikan serta ti-

dak ragu untuk mem-

berikan informasi yang rel-

evan terkait kasus tersebut

kepada KPK.

Ali menegaskan bahwa

KPK akan melakukan pe-

nyidikan sesuai dengan ke-

tentuan hukum yang ber-

laku. “Dalam hal ini kami

pastikan setiap tahapan

yang dilakukan KPK ber-

dasarkan koridor hukum,”

tandasnya.

Ali Fikri juga mem-

benarkan KPK telah me-

meriksa sejumlah koordi-

nator dan pendamping Ke-

luarga Penerima Manfaat

(KPM) Program Keluarga

Harapan (PKH) sebagai

saksi. “Benar, hari ini pe-

meriksaan saksi tindak du-

gaan pidana korupsi peker-

jaan penyaluran bantuan

sosial beras untuk Keluar-

ga Penerima Manfaat Pro-

gram Keluarga Harapan

Tahun 2020 di Kemen-

terian Sosial,” katanya.

Pemeriksaan para saksi

tersebut, menurutnya, di-

lakukan di Mapolres Serang

Kota, Kota Serang, Banten.

Sedang delapan orang saksi

yang diperiksa itu adalah

Muchtar Djamaluddin Su-

pervisor Distribusi PT BGR

Divre Kupang, Polikarpus

Meo Teku Koordinator Wi-

layah 1 PKH Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan Hik-

matussobri Koordinator

Pendamping KPM PKH

Kabupaten Serang tahun

2020-2021.

Saksi lainnya, Muhidin

Koordinator Pendamping

KPM PKH Kabupaten Ta-

ngerang Tahun 2020,  

* Bersambung hal 7 kol 6

YOGYA(KR) - Pengurus

Palang Merah Indonesia

(PMI) DIY akan melakukan

langkah-langkah organisasi

dan hukum dengan memin-

ta pertanggungjawaban Pe-

ngurus lama PMI Kota

Yogyakarta atas carut ma-

rut organisasi dengan dana

yang belum dilaporkan

mencapai Rp 7,2 M. Lang-

kah ini dilakukan menyu-

sul dikuatkannya Putusan

Pengadilan Negeri (PN)

Sleman No 181/Pdt.G/-

2022/PN Smn 12 Desember

2022 dalam Putusan Ban-

ding Pengadilan Tinggi

Yogyakarta (PTY)  No 12/-

PDT/2023/PT YYK Tanggal

16 Februari 2023. 

“Berawal dari gugatan

mereka yang mengatasna-

makan Pengurus PMI Ko-

ta Yogya karena saya se-

laku Ketua PMI DIY tidak

mengesahkan kepengurus-

an. Saat ini justru tindak-

an saya dibenarkan secara

hukum dengan putusan

PN dan PT,  bisa dibeber-

kan penyelewengan, pe-

langgaran yang dilakukan 

* Bersambung hal 7 kol 6

PMI DIY SIAPKAN LANGKAH HUKUM

Ditemukan Penyimpangan Rp 7,2 M di PMI Kota 

DUGAAN KORUPSI BTS 4G BAKTI

Nasib Hukum Johnny Plate Tunggu Gelar Perkara 

Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN 
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● WAKTU pulang seko-

lah melewati perempatan

depan terminal Giwangan.

Ada nenek tua yang gigih

dengan risiko tinggi ber-

jualan tisu di lampu merah.

Tiba tiba sebelah saya ada

anak muda berseragam

Pelajar Kota Yogyakarta.

Anak tersebut membeli 1

bungkus tisu, kemudian

menyerahkan selembar

uang Rp 50.000.- Hebatnya

pelajar itu menolak kem-

balian dari sang nenek tua.

Salut buat Pelajar Kota

Yogyakarta. (Hasna Salwa

Sabila VIIIG/  MTsN 1

Yogyakarta Mendungan

UH VII/566 Yogyakarta )-d

KR-Juvintarto

Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo menyampaikan sikap pascaputusan
banding sengketa Pengurus PMI Kota Yogya dengan PMI DIY.

KR-Antara/Aprillio Akbar

Menkominfo Johnny G Plate didampingi Direktur
Penyidikan pada Jampidsus Kuntadi memberikan
keterangan pers.

KR-Antara/Akbar Nugroho Gumay

Anwar Usman

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

PERKEMBANGAN AKTIVITAS MERAPI: Awan panas guguran keluar dari kubah lava Gunung Merapi
terlihat dari Suwanting, Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/3/2023). 

AWAN PANAS MELUNCUR SEJAUH 1.300 METER

Aktivitas di Sungai Berhulu Merapi Ditutup
SLEMAN (KR) - Kejadian awan

panas guguran masih terjadi di Gu-

nung Merapi. Sepanjang, Rabu (15/3)

periode pukul 00.00-18.00 WIB terjadi

3 kali luncuran awan panas yaitu

pukul 05.42, 10.36, 17.14 WIB dengan

jarak luncur maksimum 1.300 meter

ke arah Barat Daya dengan amplitudo

65 mm, berdurasi 133 detik.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pe-

ngembangan Teknologi Kebencanaan

Geologi (BPPTKG) Agus Budi San-

toso menuturkan, aktivitas vulkanik

Gunung Merapi masih tinggi. Suplai

magma baik dari dalam maupun

dangkal masih berlangsung yang da-

pat memicu terjadinya awan panas di

dalam potensi daerah bahaya. “Awan

panas dan guguran dapat terjadi se-

waktu-waktu,” katanya.

Potensi bahaya saat ini berupa

guguran lava dan awan panas di sek-

tor Selatan-Barat Daya meliputi

Sungai Boyong sejauh maksimal 5

km, Sungai Bedog, Bebeng, Krasak

sejauh maksimal 7 km. Pada sektor

Tenggara meliputi Sungai Woro se-

jauh maksimal 3 km dan Sungai

Gendol 5 km. Sedangkan lontaran

material vulkanik bila terjadi letusan

eksplosif dapat menjangkau radius 3

km dari puncak.

Sebagai tindak lanjut peningkat-

an eskalasi bahaya erupsi Gunung

Merapi, Bupati Sleman menerbit-

kan Surat Edaran (SE) nomor 014

tahun 2023 tentang imbauan peng-

hentian aktivitas masyarakat di

alur sungai yang berhulu di Gu-

nung Merapi. SE tersebut ditujukan

kepada 3 Panewu di zona KRB

yaitu Cangkringan, Pakem dan Turi

dan lurah-lurah di masing-masing

kapanewon tersebut.

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memulai melakukan penyi-
dikan kasus dugaan tindak pidana korupsi
penyaluran bantuan sosial (bansos) beras un-
tuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun
2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemen-
sos). Untuk itu, KPK memeriksa sejumlah
koordinator dan pendamping KPM Program
Keluarga Harapan (PKH) sebagai saksi.


